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ABSTRACT; This research aims to understand the dynamics of customary 

land disputes that occur between the government and the people of Tasinifu 

Village, Mutis District, North Central Timor Regency. Using a qualitative 

approach with a case study method, this research explores the meaning, 

perceptions and experiences of the community regarding customary land 

rights and conflicts that arise as a result of infrastructure development 

projects. Data was collected through interviews, focus group discussions 

(FGD), and document analysis, with a focus on transparency, accountability, 

and research ethics. The research results show that a lack of communication 

and understanding between disputing parties exacerbates conflicts, while 

modern legal approaches are often not in line with traditional community 

values. It is hoped that this research will provide deeper insight into land 

dispute resolution and encourage community participation in the decision-

making process relating to their land rights.  

Keywords: Settlement of Ulayat Land Disputes in Tasinifu Village 

Regarding Road Infrastructure Development Projects. 

  

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika sengketa 

tanah ulayat yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat Desa Tasinifu, 

Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara. Menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menggali 

makna, persepsi, dan pengalaman masyarakat terkait hak atas tanah ulayat 

serta konflik yang muncul akibat proyek pembangunan infrastruktur. Data 

dikumpulkan melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan 

analisis dokumen, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan etika 

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi dan 

pemahaman antara pihak-pihak yang bersengketa memperburuk konflik, 

sementara pendekatan hukum modern sering kali tidak sejalan dengan nilai-

nilai adat masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

yang lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa tanah dan mendorong 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan hak atas tanah mereka.  
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Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Tasinifu 

Mengenai Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan. 

     

  

PENDAHULUAN 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Namun, 

sering kali dalam proses pelaksanaan proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, 

muncul konflik terkait penggunaan dan penguasaan lahan. Salah satu contoh kasus adalah 

sengketa tanah antara pemerintah dan warga Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten 

Timor Tengah Utara (TTU). 

Proyek pembangunan jalan di Desa Tasinifu bertujuan untuk membuka akses 

wilayah yang terisolasi, mendukung perekonomian lokal, dan meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat. Namun, proyek tersebut menemui hambatan karena adanya klaim 

kepemilikan tanah oleh warga setempat. Masyarakat Desa Tasinifu menganggap bahwa 

sebagian besar tanah yang digunakan merupakan tanah adat milik mereka, sementara 

pemerintah mengklaim telah mengikuti prosedur hukum untuk pengadaan lahan. 

Sengketa ini memicu ketegangan antara kedua pihak, yang berpotensi menghambat 

kelancaran proyek serta memengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat 

setempat. 

Masalah sengketa tanah ini tidak hanya mencerminkan kurangnya komunikasi 

antara pihak-pihak terkait, tetapi juga menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap 

hak masyarakat adat dan kejelasan hukum dalam pengelolaan agraria. Oleh karena itu, 

diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang adil, transparan, dan inklusif untuk 

memastikan bahwa konflik ini tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dengan baik. 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat dipaparkan berdasarkan latar belakang tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana arti tanah ulayat bagi masyarakat Desa Tasinifu? 

2. Apa yang menjadi konflik atau perselisihan terkait tanah ulayat tersebut, dan 

pemicunya apa ? 
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3. Bagaimana cara masyarakat Desa Tasinifu mempertahankan hak mereka atas tanah 

ulayat di tengah maraknya pengembangan lahan oleh pihak luar? 

4. Bagaimana aturan adat atau hukum adat yang ada  terkait kepemilikan dan pengelolaan 

tanah ulayat di Desa Tasinifu? 

5. Bagaimana peran lembaga adat masyarakat Desa Tasinifu dalam menyelesaikan 

konflik tanah ulayat? 

Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin 

dicapai yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui arti tanah ulayat bagi masyarakat Desa Tasinifu 

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi konflik atau perselisihan terkait tanah ulayat 

tersebut, dan pemicunya apa 

3. Untuk mengetahui cara masyarakat Desa Tasinifu mempertahankan hak mereka atas 

tanah ulayat di tengah maraknya pengembangan lahan oleh pihak luar 

4. Untuk menegetahui aturan adat atau hukum adat yang ada  terkait kepemilikan dan 

pengelolaan tanah ulayat di Desa Tasinifu 

5. Untuk mengetahui peran lembaga adat masyarakat Desa Tasinifu dalam 

menyelesaikan konflik tanah ulayat 

Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan dari penelitian ini mencakup peningkatan kesadaran hukum di 

kalangan masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait tanah ulayat, serta pentingnya 

pemahaman terhadap hukum agraria yang berlaku. Selain itu, penelitian ini berkontribusi 

pada penyelesaian konflik yang lebih baik dengan memberikan wawasan tentang 

penyebab dan dampak sengketa tanah, sehingga pihak-pihak terkait dapat mencari solusi 

yang adil dan inklusif. 

LANDASAN TEORI 

Teori Hak Atas Tanah 

Hak atas tanah merupakan konsep fundamental dalam hukum agraria yang 

mengatur kepemilikan dan penguasaan tanah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Pokok 
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Agraria No. 5 Tahun 1960, tanah adalah sumber daya alam yang harus dikelola secara 

adil dan berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat adat, hak atas tanah ulayat diakui 

sebagai hak kolektif yang melekat pada komunitas tertentu, yang berfungsi sebagai 

identitas budaya dan sosial mereka. Teori ini menekankan pentingnya pengakuan dan 

perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk 

tanah. 

Teori Konflik Sosial 

Konflik sosial sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan antara individu 

atau kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks sengketa tanah, konflik ini dapat dipicu 

oleh klaim kepemilikan yang tumpang tindih antara pemerintah dan masyarakat lokal. 

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi ketika ada ketidakpuasan terhadap cara 

pengelolaan sumber daya, serta kurangnya komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan. Dalam kasus Desa Tasinifu, ketegangan antara 

pemerintah dan warga setempat mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap 

pengadaan lahan yang dianggap tidak melibatkan masyarakat secara adil. 

Teori Hukum Adat 

Hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan yang berkembang dalam 

masyarakat tertentu, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan 

tanah. Dalam konteks Desa Tasinifu, hukum adat berperan penting dalam menentukan 

kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat. Teori ini menekankan bahwa hukum adat 

harus dihormati dan diintegrasikan dalam sistem hukum nasional, terutama dalam kasus-

kasus yang melibatkan masyarakat adat. Pengakuan terhadap hukum adat dapat 

membantu menyelesaikan sengketa tanah dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan 

nilai-nilai lokal. 

Teori Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber 

daya alam sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan. Teori ini 

menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap proses pengadaan 

lahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Dalam kasus proyek 
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pembangunan infrastruktur di Desa Tasinifu, kurangnya partisipasi masyarakat dapat 

menyebabkan ketidakpuasan dan konflik. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan 

mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan 

kepentingan mereka. 

Teori Resolusi Konflik 

Teori resolusi konflik menjelaskan berbagai pendekatan yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Pendekatan ini mencakup mediasi, 

negosiasi, dan dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks sengketa 

tanah, penting untuk mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan bagi semua 

pihak. Dalam kasus Desa Tasinifu, peran lembaga adat dan tokoh masyarakat sangat 

penting dalam memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh 

kedua belah pihak. 

Landasan teori tersebut akan memberikan kerangka pemahaman yang 

komprehensif mengenai sengketa tanah antara pemerintah dan warga Desa Tasinifu. 

Dengan memahami teori-teori ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan 

berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik, serta menghormati hak-hak masyarakat adat 

dalam pengelolaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

mengeksplorasi berbagai aspek yang terkait dengan sengketa tanah, serta memberikan 

rekomendasi untuk penyelesaian yang lebih baik di masa depan. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami 

fenomena sosial yang kompleks, khususnya terkait dengan sengketa tanah antara 

pemerintah dan masyarakat Desa Tasinifu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk 

menggali makna, persepsi, dan pengalaman masyarakat terkait dengan hak atas tanah 

ulayat dan konflik yang terjadi. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokusnya pada 

konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi interaksi antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam sengketa. 

Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini akan fokus pada 

kasus sengketa tanah di Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara 

(TTU). Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat menganalisis secara mendalam 

konteks, dinamika, dan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik serta upaya 

penyelesaiannya. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan 

antara variabel-variabel yang terlibat dan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang 

situasi yang diteliti. 

Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan 

diskusi kelompok terfokus (FGD). Informan yang dipilih meliputi: 

• Warga masyarakat Desa Tasinifu yang memiliki klaim atas tanah ulayat. 

• Perwakilan pemerintah daerah yang terlibat dalam proyek pembangunan 

infrastruktur. 

• Tokoh masyarakat dan lembaga adat yang berperan dalam penyelesaian konflik. 

• Ahli hukum atau akademisi yang memiliki pengetahuan tentang hukum agraria 

dan hak masyarakat adat. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan penelitian sebelumnya, 

artikel, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data ini akan digunakan untuk 

mendukung analisis dan memberikan konteks yang lebih luas mengenai sengketa tanah 

dan hukum agraria. Sumber data sekunder juga mencakup peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan penguasaan tanah dan hak masyarakat adat. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Wawancara Mendalam 

Wawancara dilakukan dengan informan kunci untuk menggali pandangan, 

pengalaman, dan harapan mereka terkait dengan sengketa tanah. Wawancara ini 
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bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti memiliki panduan pertanyaan tetapi juga 

memberikan ruang bagi informan untuk mengungkapkan pendapat mereka secara 

bebas. Wawancara dilakukan secara online melalui zoom dan direkam dengan izin 

informan untuk memastikan akurasi data. 

2. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) 

FGD dilakukan dengan melibatkan sekelompok warga masyarakat, tokoh 

adat, dan perwakilan pemerintah untuk mendiskusikan isu-isu terkait sengketa 

tanah. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif kolektif dan memahami 

dinamika interaksi antara berbagai pihak. FGD akan dipandu oleh peneliti dengan 

menggunakan panduan diskusi yang telah disiapkan sebelumnya. 

3. Studi Dokumen 

Penelitian ini telah mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen 

yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, laporan proyek, dan dokumen 

hukum yang berkaitan dengan sengketa tanah. Analisis dokumen ini akan 

membantu peneliti memahami kerangka hukum yang mengatur penguasaan tanah 

dan hak masyarakat adat. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dari wawancara, FGD, dan studi dokumen akan dianalisis 

menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses analisis meliputi: 

1. Transkripsi 

Semua wawancara dan FGD akan ditranskripsikan untuk mendapatkan data 

yang dapat dianalisis. Transkripsi akan dilakukan secara verbatim untuk 

memastikan bahwa semua informasi yang relevan tercatat. 

2. Koding Data 

Data yang telah ditranskripsi akan dikode untuk mengidentifikasi tema-tema 

utama yang muncul dari informasi yang dikumpulkan. Koding dilakukan dengan 

cara membaca ulang data dan menandai bagian-bagian yang relevan dengan 

rumusan masalah penelitian. 

3. Pengelompokan Tema 
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Setelah proses koding, tema-tema yang telah diidentifikasi akan 

dikelompokkan ke dalam kategori yang relevan dengan rumusan masalah 

penelitian. Peneliti akan mencari hubungan antara tema-tema tersebut untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang sengketa tanah. 

4. Interpretasi Data 

Peneliti akan menyusun narasi yang menggambarkan temuan-temuan 

penelitian dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Interpretasi 

ini akan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum yang 

mempengaruhi sengketa tanah. 

Validitas Dan Reliabilitas Data  

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini akan menggunakan 

beberapa strategi, antara lain: 

1. Triangulasi Sumber 

Menggunakan berbagai sumber data (wawancara, FGD, dan dokumen) untuk 

memverifikasi informasi yang diperoleh. Triangulasi ini bertujuan untuk 

mengurangi bias dan meningkatkan keakuratan temuan. 

2. Member Checking 

Mengonfirmasi temuan awal dengan informan untuk memastikan bahwa 

interpretasi peneliti sesuai dengan pandangan mereka. Proses ini melibatkan 

pengembalian ringkasan temuan kepada informan untuk mendapatkan umpan balik. 

3. Audit Trail 

Mencatat proses penelitian secara rinci, termasuk keputusan yang diambil 

selama penelitian, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Audit trail ini 

akan mencakup catatan tentang pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. 

4. Refleksi Peneliti 

Peneliti akan melakukan refleksi terhadap peran dan bias pribadi yang 

mungkin mempengaruhi penelitian. Refleksi ini penting untuk menjaga objektivitas 

dan integritas penelitian. 

Etika Penelitian 

Penelitian ini akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk: 
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1. Persetujuan Informan 

Mendapatkan izin dari informan sebelum melakukan wawancara atau FGD. 

Peneliti akan menjelaskan tujuan penelitian dan bagaimana data akan digunakan. 

2. Kerahasiaan 

Menjaga kerahasiaan identitas informan dan data yang diperoleh. Informan 

akan diberikan kode untuk melindungi identitas mereka dalam laporan penelitian. 

3. Menghormati Hak Masyarakat 

Menghormati hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa penelitian 

tidak merugikan mereka. Peneliti akan berusaha untuk melibatkan masyarakat 

dalam proses penelitian dan memberikan manfaat bagi mereka. 

4. Transparansi 

Menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait 

untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat digunakan untuk kepentingan 

bersama.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Arti Tanah Ulayat Bagi Masyarakat Desa Tasinifu 

Tanah ulayat bagi masyarakat Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor 

Tengah Utara memiliki arti yang sangat mendalam. Tanah ini merupakan warisan yang 

ditinggalkan oleh orang tua mereka, yang bukan sekadar aset material, melainkan simbol 

hubungan antara generasi, identitas budaya, dan ikatan emosional dengan leluhur. 

Warisan ini dijaga dengan penuh tanggung jawab, karena di dalamnya terkandung nilai-

nilai kehidupan yang telah diwariskan secara turun-temurun. 

Tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan karena masyarakat Desa Tasinifu 

meyakini bahwa tanah ini adalah peninggalan yang sakral. Mereka memandang tanah 

tersebut sebagai bukti nyata dari keberadaan leluhur mereka dan simbol keberlanjutan 

kehidupan komunitas. Dalam pandangan mereka, menjual tanah ulayat sama saja dengan 

mengingkari warisan dan kehormatan yang telah diberikan oleh nenek moyang. Oleh 

karena itu, menjaga tanah ulayat adalah bentuk penghormatan yang mendalam terhadap 

tradisi dan sejarah keluarga mereka. 
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Lebih dari itu, tanah ulayat juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Tanah tersebut 

menjadi tempat berbagai ritual adat yang penting, seperti upacara syukur, pernikahan 

adat, hingga prosesi penghormatan kepada leluhur. Tanah ulayat menjadi pengikat 

komunitas, tempat masyarakat berkumpul dan saling berbagi cerita tentang warisan 

budaya mereka. Dalam setiap langkah kehidupan, tanah ulayat selalu hadir sebagai 

pengingat akan nilai kebersamaan dan solidaritas di antara anggota komunitas. 

Bagi masyarakat Desa Tasinifu, hak atas tanah ulayat adalah bagian dari hak asasi 

manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Mereka percaya bahwa tanah ulayat adalah 

warisan yang tidak dapat dipisahkan dari mereka dan harus diakui oleh pemerintah. 

Ketika terjadi sengketa tanah, seperti yang terjadi dalam proyek pembangunan 

infrastruktur, masyarakat merasa bahwa hak-hak mereka diabaikan. Ketidakpuasan ini 

dapat memicu konflik sosial yang lebih besar, yang menunjukkan pentingnya pengakuan 

dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya 

alam. 

Tanah ulayat juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem 

dan keberlanjutan lingkungan. Masyarakat Desa Tasinifu memiliki pengetahuan lokal 

yang mendalam tentang cara mengelola tanah dan sumber daya alam secara 

berkelanjutan. Praktik-praktik pertanian tradisional yang mereka lakukan sering kali lebih 

ramah lingkungan dibandingkan dengan metode modern yang dapat merusak ekosistem. 

Dengan demikian, pengakuan terhadap tanah ulayat tidak hanya penting untuk 

masyarakat, tetapi juga untuk perlindungan lingkungan secara keseluruhan. 

Namun, tantangan yang dihadapi masyarakat Desa Tasinifu dalam 

mempertahankan hak atas tanah ulayat sangat besar. Proyek pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah atau pihak luar sering kali tidak melibatkan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan konflik. Oleh 

karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengedepankan dialog dan partisipasi 

masyarakat dalam setiap proyek yang berkaitan dengan tanah ulayat. Dengan melibatkan 

masyarakat, diharapkan akan tercipta solusi yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya 

menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga menghormati hak-hak masyarakat adat. 

Dengan demikian, tanah ulayat bagi masyarakat Desa Tasinifu bukan hanya sekadar 

lahan fisik, tetapi juga simbol kebersamaan, identitas, dan keberlanjutan tradisi. Melalui 
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tanah ini, masyarakat menjaga nilai-nilai luhur yang telah diwariskan dari generasi ke 

generasi. Keberadaan tanah ulayat menjadi bukti bahwa tradisi dan akar budaya masih 

hidup dan terus diperjuangkan meski zaman terus berubah. Pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak atas tanah ulayat sangat penting untuk menjaga identitas, budaya, dan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dialog yang konstruktif antara 

pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang saling 

menguntungkan dan menghindari konflik yang berkepanjangan. 

Konflik Atau Perselisihan Terkait Tanah Ulayat Di Desa Tasinifu 

Proyek pembangunan jalan di Desa Tasinifu dimulai dengan tujuan untuk membuka 

akses ke wilayah yang terisolasi, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian 

lokal dan kualitas hidup masyarakat. Namun, dalam proses pengadaan lahan, muncul 

klaim kepemilikan tanah dari warga setempat. Masyarakat Desa Tasinifu menganggap 

bahwa sebagian besar tanah yang digunakan untuk proyek tersebut adalah tanah adat 

milik mereka, yang telah dikelola secara turun-temurun. Di sisi lain, pemerintah 

berargumen bahwa mereka telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam 

pengadaan lahan, yang menyebabkan ketegangan antara kedua belah pihak. Proyek 

pembangunan jalan ini dilaksanakan oleh PT Lince Maju Jaya, yang ditunjuk sebagai 

pelaksana utama oleh pemerintah. Namun, keberadaan proyek ini menjadi salah satu 

pemicu ketegangan karena masyarakat adat merasa bahwa proses pengadaan lahan tidak 

sepenuhnya melibatkan mereka. 

Konflik atau perselisihan terkait tanah ulayat di Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, 

Kabupaten Timor Tengah Utara sering kali muncul akibat perampasan hak oleh orang 

lain atau pihak ketiga yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tanah tersebut. 

Perampasan hak ini biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang mencoba 

mengklaim tanah ulayat untuk kepentingan pribadi maupun komersial tanpa 

mempertimbangkan nilai adat dan hak masyarakat setempat. Dalam banyak kasus, pihak 

ketiga ini tidak memahami atau mengabaikan pentingnya tanah ulayat sebagai warisan 

leluhur yang memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat adat. 

Selain itu, pemicu konflik lainnya adalah masalah pergeseran batas tanah. 

Pergeseran batas sering terjadi antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang memiliki 
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lahan yang berdekatan. Hal ini biasanya dipicu oleh kurangnya kejelasan atau 

dokumentasi resmi mengenai batas-batas tanah ulayat yang diwariskan secara turun-

temurun. Dalam beberapa kasus, batas-batas tanah hanya ditentukan berdasarkan 

pengetahuan lisan atau tanda-tanda alam seperti pohon atau batu, yang dapat berubah 

seiring waktu. Pergeseran ini sering kali menimbulkan perselisihan, terutama jika salah 

satu pihak merasa dirugikan atau kehilangan akses terhadap tanah yang dianggap sebagai 

hak mereka. 

Di Desa Tasinifu, beberapa nama pemilik tanah ulayat yang terlibat dalam 

pengelolaan dan pelestarian tanah warisan ini adalah keluarga besar Bapak Joni Tua, 

keluarga Ibu Maria Tefa, dan keluarga Bapak Anton Lela. Keluarga Bapak Joni Tua telah 

menjaga tanah ulayat mereka selama beberapa generasi, yang berfungsi sebagai tempat 

pelaksanaan berbagai upacara adat. Sementara itu, keluarga Ibu Maria Tefa dikenal 

memiliki wilayah tanah ulayat yang berbatasan langsung dengan tanah milik keluarga 

lainnya, sehingga sering kali muncul konflik terkait batas wilayah. Keluarga Anton Lela 

juga memiliki tanah ulayat yang sangat dihormati oleh masyarakat karena menjadi lokasi 

beberapa pohon tua yang dianggap sakral. 

Perselisihan ini sering kali diperburuk oleh kurangnya komunikasi yang baik antara 

pihak-pihak yang bersengketa. Ketika tidak ada upaya mediasi atau penyelesaian secara 

adat, konflik cenderung memanas dan sulit untuk diselesaikan. Selain itu, masuknya 

pihak luar yang tidak memahami nilai adat dapat memperkeruh situasi dengan membawa 

pendekatan hukum modern yang sering kali tidak sejalan dengan tradisi masyarakat adat. 

PT Lince Maju Jaya, sebagai pelaksana proyek, juga menghadapi tantangan dalam 

berkoordinasi dengan masyarakat adat. Ketidaksepahaman mengenai batas tanah ulayat 

dan proses pengadaan lahan membuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat 

menjadi tegang. Perusahaan ini dianggap lebih berorientasi pada penyelesaian formal 

melalui pendekatan hukum modern, yang terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

adat. 

Konflik ini juga melibatkan aspek hukum dan adat. Masyarakat Desa Tasinifu 

memiliki hukum adat yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat. Hukum 

adat ini sering kali tidak diakui dalam sistem hukum nasional, yang menyebabkan 

ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Mereka merasa bahwa hak-hak mereka sebagai 
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pemilik tanah ulayat tidak dihormati, dan proses pengadaan lahan yang dilakukan oleh 

pemerintah tidak melibatkan mereka secara adil. 

Konflik ini juga melibatkan aspek hukum dan adat. Masyarakat Desa Tasinifu 

memiliki hukum adat yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat. Hukum 

adat ini sering kali tidak diakui dalam sistem hukum nasional, yang menyebabkan 

ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Mereka merasa bahwa hak-hak mereka sebagai 

pemilik tanah ulayat tidak dihormati, dan proses pengadaan lahan yang dilakukan oleh 

pemerintah tidak melibatkan mereka secara adil. 

Dampak dari konflik ini sangat luas, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. 

Bagi masyarakat, ketegangan ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, 

menghambat akses ke lahan pertanian, dan mengancam sumber penghidupan mereka. 

Bagi pemerintah, konflik ini dapat menghambat pelaksanaan proyek pembangunan dan 

merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Bagi PT Lince Maju Jaya, konflik 

ini juga menghambat pelaksanaan proyek mereka. Proses pembangunan menjadi terhenti 

sementara, menimbulkan kerugian finansial, dan menciptakan citra negatif di mata 

masyarakat setempat. 

Konflik tanah ulayat di Desa Tasinifu adalah contoh nyata dari tantangan yang 

dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak mereka di tengah 

pembangunan infrastruktur. Untuk menghindari dan menyelesaikan konflik ini, 

diperlukan pendekatan yang menghormati adat istiadat, dialog yang terbuka, serta 

pengakuan terhadap nilai budaya dan spiritual yang melekat pada tanah ulayat tersebut. 

Partisipasi dari  keluarga  Bapak Joni Tua, Ibu Maria Tefa  dan Bapak Anton Lela dalam 

menjaga warisan tanah ini juga menjadi kunci untuk mencegah konflik yang lebih besar 

di masa mendatang. 

Cara Masyarakat Desa Tasinifu Mempertahankan Hak Mereka Atas Tanah Ulayat 

Ditengah Maraknya Pengembangan Lahan Oleh Pihak Luar 

Masyarakat Desa Tasinifu menghadapi tantangan yang signifikan dalam 

mempertahankan hak mereka atas tanah ulayat di tengah maraknya pengembangan lahan 

oleh pihak luar, terutama pemerintah dan pengembang infrastruktur. Dalam konteks ini, 
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terdapat beberapa cara yang dapat diambil oleh masyarakat untuk melindungi dan 

mempertahankan hak-hak mereka yaitu : 

• Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pendidikan 

Salah satu langkah awal yang penting adalah meningkatkan kesadaran hukum 

di kalangan masyarakat. Masyarakat Desa Tasinifu perlu memahami hak-hak 

mereka berdasarkan hukum nasional dan hukum adat yang berlaku. Pendidikan 

mengenai hukum agraria, termasuk pemahaman tentang hak atas tanah ulayat, 

sangat penting. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat lebih siap 

untuk menghadapi klaim-klaim yang mungkin merugikan mereka. 

• Pengorganisasian Komunitas 

Masyarakat perlu membentuk organisasi atau kelompok yang dapat mewakili 

kepentingan mereka dalam negosiasi dengan pihak luar. Dengan adanya organisasi, 

suara masyarakat akan lebih terdengar dan terkoordinasi. Organisasi ini dapat 

berfungsi sebagai wadah untuk berbagi informasi, strategi, dan sumber daya dalam 

mempertahankan hak atas tanah ulayat. 

• Dialog dan Negosiasi dengan Pihak Terkait 

Masyarakat Desa Tasinifu harus aktif dalam dialog dengan pemerintah dan 

pihak pengembang. Melalui negosiasi yang konstruktif, mereka dapat 

menyampaikan keberatan dan tuntutan mereka terkait penggunaan tanah ulayat. 

Penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang 

mempengaruhi tanah mereka, sehingga mereka merasa diikutsertakan dan dihargai. 

• Penggunaan Hukum Adat 

Hukum adat memiliki peran penting dalam pengelolaan tanah ulayat di Desa 

Tasinifu. Masyarakat dapat mengacu pada norma-norma dan praktik-praktik hukum 

adat yang telah ada untuk memperkuat klaim mereka atas tanah. Pengakuan 

terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional dapat menjadi alat yang efektif 

untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. 

• Advokasi dan Dukungan dari Lembaga Eksternal 

Masyarakat dapat mencari dukungan dari lembaga non-pemerintah, 

organisasi masyarakat sipil, atau lembaga internasional yang peduli terhadap hak-

hak masyarakat adat. Dukungan ini bisa berupa advokasi hukum, bantuan teknis, 
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atau sumber daya lainnya yang dapat membantu masyarakat dalam 

mempertahankan hak mereka. 

• Dokumentasi dan Bukti Kepemilikan 

Masyarakat perlu melakukan dokumentasi yang baik terkait dengan 

kepemilikan dan penggunaan tanah ulayat. Bukti-bukti seperti saksi, dokumen 

sejarah, dan peta yang menunjukkan batas-batas tanah ulayat dapat menjadi alat 

yang kuat dalam mempertahankan klaim mereka. Dokumentasi ini juga dapat 

digunakan dalam proses hukum jika diperlukan. 

• Penyelesaian Sengketa Secara Damai 

Masyarakat sebaiknya mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai 

melalui mediasi atau arbitrase. Pendekatan ini dapat mengurangi ketegangan dan 

konflik yang mungkin terjadi akibat sengketa tanah. Dengan melibatkan pihak 

ketiga yang netral, diharapkan solusi yang adil dan saling menguntungkan dapat 

dicapai. 

• Partisipasi dalam Proyek Pembangunan 

Masyarakat Desa Tasinifu dapat berusaha untuk terlibat dalam proyek 

pembangunan yang dilakukan di wilayah mereka. Dengan berpartisipasi, mereka 

dapat memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak mereka diperhatikan. Misalnya, 

mereka dapat meminta kompensasi yang adil atau kontribusi dari proyek tersebut 

untuk pengembangan masyarakat setempat. 

• Pembangunan Ekonomi Berbasis Komunitas 

Masyarakat juga dapat mengembangkan ekonomi lokal yang mandiri dan 

berkelanjutan. Dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, masyarakat akan 

memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam negosiasi dengan pihak luar. 

Pengembangan usaha lokal, pertanian berkelanjutan, atau pariwisata berbasis 

komunitas dapat menjadi alternatif yang baik. 

• Advokasi untuk Kebijakan yang Mendukung 

Masyarakat perlu berupaya untuk mempengaruhi kebijakan publik yang 

berkaitan dengan pengelolaan tanah dan hak-hak masyarakat adat. Melalui 

advokasi, mereka dapat mendorong pemerintah untuk mengakui dan melindungi 

hak-hak mereka atas tanah ulayat dalam kebijakan dan regulasi yang ada. 
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Selain itu masyarakat Desa Tasinifu, khususnya tokoh-tokoh seperti Bapak Joni 

Tua, Ibu Maria Tefa, dan Bapak Anton Lela, memiliki cara tersendiri dalam 

mempertahankan hak mereka atas tanah ulayat di tengah maraknya pengembangan lahan 

oleh pihak luar. Mereka dengan tegas menolak untuk memberikan atau menjual tanah 

ulayat mereka kepada pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan dengan tanah tersebut. 

Penolakan ini didasari oleh keyakinan adat yang kuat, di mana tanah ulayat bukan hanya 

sebidang lahan fisik, melainkan warisan leluhur yang memiliki nilai spiritual dan historis 

yang tak tergantikan. 

Salah satu cara utama mereka mempertahankan hak atas tanah adalah dengan terus 

menjalankan tradisi adat yang berhubungan dengan tanah ulayat. Bapak Joni Tua, 

misalnya, sering memimpin upacara adat yang dilakukan di tanah ulayat, sebagai bentuk 

penghormatan kepada leluhur dan sebagai simbol pengakuan terhadap hak mereka atas 

tanah tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk menunjukkan kepada pihak luar bahwa tanah 

tersebut memiliki ikatan budaya yang mendalam dan tidak dapat dipisahkan dari identitas 

masyarakat setempat. 

Bapak Joni Tua, Ibu Maria Tefa dan Bapak Anton Lela juga mengambil peran aktif 

dalam menjaga warisan tanah ulayat mereka. Mereka kerap mengajarkan nilai-nilai adat 

kepada generasi muda agar tetap menghormati dan melestarikan tanah yang telah 

diwariskan oleh leluhur. Dengan menanamkan kesadaran ini, masyarakat Desa Tasinifu 

berharap bahwa generasi berikutnya akan terus menjaga hak atas tanah ulayat dan tidak 

tergoda oleh tekanan atau tawaran dari pihak luar. Pendidikan adat ini menjadi salah satu 

strategi penting untuk melestarikan tradisi dan memperkuat ikatan komunitas. 

Selain itu, masyarakat Desa Tasinifu juga menunjukkan kekompakan dalam 

menghadapi ancaman terhadap tanah ulayat mereka. Mereka bekerja sama dalam 

mengawasi batas-batas tanah dan segera mengambil tindakan jika ada pihak luar yang 

mencoba mengganggu atau mengklaim wilayah tersebut. Kebersamaan ini menjadi 

kekuatan utama mereka, terutama karena mereka masih memegang teguh prinsip adat 

yang melarang peralihan tanah ulayat ke tangan pihak lain. Dengan bersatu, masyarakat 

Desa Tasinifu tidak hanya mempertahankan hak mereka, tetapi juga menunjukkan kepada 

dunia luar bahwa tanah ulayat adalah bagian penting dari identitas dan keberlanjutan 

budaya mereka 
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Dalam menghadapi maraknya pengembangan lahan oleh pihak luar, masyarakat 

Desa Tasinifu memiliki berbagai cara untuk mempertahankan hak mereka atas tanah 

ulayat. Melalui peningkatan kesadaran hukum, pengorganisasian komunitas, dialog 

dengan pihak terkait, penggunaan hukum adat, dukungan dari lembaga eksternal, 

dokumentasi yang baik, penyelesaian sengketa secara damai, partisipasi dalam proyek 

pembangunan, pembangunan ekonomi berbasis komunitas, dan advokasi untuk kebijakan 

yang mendukung, masyarakat dapat memperkuat posisi mereka dan melindungi hak-hak 

mereka secara efektif. Upaya ini tidak hanya penting untuk keberlangsungan hidup 

masyarakat, tetapi juga untuk menjaga warisan budaya dan identitas mereka sebagai 

masyarakat adat. 

Aturan Adat Atau Hukum Adat Yang Ada Terkait Kepemilikan Dan Pengelolaan 

Tanah Ulayat Di Desa Tasinifu  

Aturan adat atau hukum adat terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat di 

Desa Tasinifu merupakan aspek penting yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial 

masyarakat setempat. Tanah ulayat, yang sering kali dianggap sebagai warisan leluhur, 

memiliki makna yang mendalam bagi komunitas adat, tidak hanya sebagai sumber daya 

ekonomi tetapi juga sebagai identitas budaya dan sosial.  

Hukum adat di Desa Tasinifu berlandaskan pada beberapa prinsip dasar, antara lain: 

• Kolektivitas 

Hak atas tanah ulayat tidak dimiliki oleh individu, melainkan oleh komunitas. 

Keputusan terkait penggunaan dan pengelolaan tanah harus melibatkan 

musyawarah dan kesepakatan bersama. 

• Warisan Leluhur 

Tanah ulayat dianggap sebagai warisan dari nenek moyang yang harus dijaga 

dan dilestarikan. Pengelolaan tanah harus mempertimbangkan nilai-nilai tradisional 

dan kearifan lokal. 

• Keadilan Sosial 

Hukum adat menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan sumber 

daya. Setiap anggota masyarakat berhak mendapatkan akses yang adil terhadap 

tanah ulayat. 
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Pengelolaan tanah ulayat di Desa Tasinifu dilakukan melalui beberapa tahapan: 

• Musyawarah Masyarakat 

Sebelum melakukan pengelolaan atau penggunaan tanah ulayat, masyarakat 

mengadakan musyawarah untuk membahas rencana tersebut. Dalam forum ini, 

semua anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat 

dan aspirasi. 

• Penetapan Aturan 

Setelah musyawarah, masyarakat menetapkan aturan yang mengatur 

penggunaan tanah ulayat. Aturan ini mencakup batasan-batasan penggunaan, jenis 

kegiatan yang diperbolehkan, dan sanksi bagi yang melanggar. 

• Pengawasan dan Penegakan 

Masyarakat adat memiliki mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa 

aturan yang telah disepakati dipatuhi. Jika terjadi pelanggaran, lembaga adat 

berperan dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi sesuai dengan 

hukum adat. 

Lembaga adat di Desa Tasinifu memiliki peran sentral dalam pengelolaan tanah 

ulayat. Mereka bertanggung jawab untuk: 

• Menyelesaikan Sengketa 

Lembaga adat berfungsi sebagai mediator dalam sengketa yang melibatkan 

tanah ulayat, baik antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dan pihak 

luar. 

• Melestarikan Tradisi 

Lembaga adat juga berperan dalam melestarikan tradisi dan nilai-nilai budaya 

yang berkaitan dengan pengelolaan tanah ulayat. 

• Advokasi Hak Masyarakat 

Lembaga ini berfungsi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat 

dalam konteks hukum nasional, terutama ketika terjadi konflik dengan pihak 

pemerintah atau investor. 

Meskipun hukum adat memberikan kerangka yang kuat untuk pengelolaan tanah 

ulayat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain: 
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• Konflik dengan Pihak Luar 

Proyek pembangunan infrastruktur sering kali mengabaikan hak-hak 

masyarakat adat, yang dapat menyebabkan konflik. Masyarakat merasa bahwa hak 

mereka atas tanah ulayat tidak dihormati. 

• Kurangnya Pengakuan Hukum 

Hukum nasional sering kali tidak mengakui hukum adat, sehingga masyarakat 

kesulitan untuk mempertahankan hak mereka di hadapan hukum formal. 

• Perubahan Sosial dan Ekonomi 

Perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi, seperti urbanisasi dan 

komersialisasi, dapat mengancam keberlanjutan pengelolaan tanah ulayat. 

Aturan adat atau hukum adat terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat di 

Desa Tasinifu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara masyarakat adat, lembaga 

adat, dan pihak pemerintah setempat. Aturan ini dirancang untuk menjaga 

keberlangsungan tanah ulayat sebagai warisan budaya dan spiritual, sekaligus mengatur 

pengelolaannya secara adil di antara anggota komunitas. Dalam masyarakat Desa 

Tasinifu, tanah ulayat tidak hanya dipandang sebagai aset fisik, tetapi juga sebagai simbol 

identitas dan hubungan dengan leluhur, sehingga pengelolaannya harus mematuhi nilai-

nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. 

Lembaga adat setempat memainkan peran penting dalam menetapkan aturan-aturan 

ini. Setiap keputusan mengenai kepemilikan atau pengelolaan tanah ulayat dibuat melalui 

musyawarah adat yang melibatkan para tokoh masyarakat, seperti kepala adat, pemilik 

tanah ulayat, dan pemangku adat lainnya. Di Desa Tasinifu, lembaga adat dipimpin oleh 

Bapak Paulus Thaal sebagai kepala adat. Beliau memiliki peran sentral dalam 

memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah adat berjalan 

sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi masyarakat setempat. Dalam musyawarah tersebut, 

ditentukan berbagai hal, seperti batas-batas tanah, hak dan kewajiban pemilik, serta denda 

atau sanksi bagi pihak yang melanggar aturan. Kesepakatan yang dihasilkan kemudian 

dianggap sebagai hukum adat yang mengikat seluruh anggota masyarakat. 

Salah satu aturan utama dalam hukum adat Desa Tasinifu adalah larangan menjual 

atau mengalihkan tanah ulayat kepada pihak luar tanpa persetujuan dari lembaga adat. 
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Tanah ulayat hanya boleh diwariskan kepada anggota keluarga atau komunitas yang 

memiliki hubungan langsung dengan tanah tersebut. Jika terjadi pelanggaran, seperti 

upaya menjual tanah kepada pihak ketiga, maka pelaku dapat dikenakan denda adat yang 

cukup besar. Bapak Paulus Thaal, sebagai kepala adat, bertanggung jawab untuk 

menentukan jenis denda atau ritual yang harus dilakukan oleh pelanggar, sehingga 

pelaksanaan hukum adat tetap terjaga dengan baik. Denda ini tidak hanya berupa uang, 

tetapi juga bisa berupa kewajiban menjalankan ritual adat sebagai bentuk pemulihan 

hubungan dengan leluhur. 

Selain itu, aturan adat juga mengatur tentang pengelolaan tanah ulayat untuk 

kepentingan bersama. Misalnya, tanah ulayat yang digunakan untuk kegiatan pertanian, 

peternakan, atau upacara adat harus dikelola secara kolektif dan hasilnya dibagi secara 

adil di antara anggota komunitas. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan 

solidaritas di dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, pemerintah setempat juga turut 

berperan dengan memberikan dukungan administratif atau legal terhadap aturan-aturan 

adat ini, sehingga keberadaan tanah ulayat tetap diakui secara formal di tengah 

perkembangan zaman. 

Dengan adanya aturan adat ini, masyarakat Desa Tasinifu dapat mempertahankan 

tanah ulayat mereka sebagai simbol warisan budaya yang hidup. Aturan ini tidak hanya 

melindungi hak pemilik tanah, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai adat terus dijaga 

dan dihormati oleh generasi mendatang. 

Aturan adat atau hukum adat terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat di 

Desa Tasinifu merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat. Pengakuan dan 

penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sangat penting untuk menjaga keadilan 

sosial dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan 

sinergi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menciptakan solusi yang adil dan 

inklusif dalam pengelolaan tanah ulayat, serta untuk mencegah konflik yang 

berkepanjangan antara masyarakat dan pihak-pihak luar. 

Peran Lembaga Adat Masyarakat Desa Tasinifu Dalam Menyelasaikan Konflik 

Tanah Ulayat 
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Peran lembaga adat masyarakat Desa Tasinifu dalam menyelesaikan konflik tanah 

ulayat sangat penting dan kompleks. Lembaga adat berfungsi sebagai penghubung antara 

nilai-nilai tradisional dan kebutuhan modern, serta berperan dalam menjaga 

keharmonisan sosial di tengah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.  

Lembaga adat adalah struktur sosial yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengatur 

kehidupan bersama berdasarkan norma dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari 

generasi ke generasi. Di Desa Tasinifu, lembaga adat terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, 

pemimpin adat, dan anggota komunitas yang memiliki pengetahuan dan pengalaman 

dalam pengelolaan tanah ulayat. 

Lembaga adat memiliki beberapa fungsi utama dalam konteks penyelesaian konflik 

tanah ulayat, antara lain: 

• Mediator dalam Konflik 

Lembaga adat berperan sebagai mediator yang netral dalam konflik yang 

melibatkan tanah ulayat. Ketika terjadi sengketa antara masyarakat dan pihak luar 

(seperti pemerintah atau investor), lembaga adat mengadakan pertemuan untuk 

mendengarkan semua pihak yang terlibat. Proses mediasi ini bertujuan untuk 

mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. 

• Penyusun Aturan dan Kebijakan 

Lembaga adat juga bertanggung jawab untuk menyusun aturan dan kebijakan 

yang mengatur penggunaan tanah ulayat. Aturan ini mencakup batasan-batasan 

penggunaan tanah, jenis kegiatan yang diperbolehkan, dan sanksi bagi yang 

melanggar. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan konflik dapat 

diminimalisir. 

• Pelestari Nilai Budaya 

Lembaga adat berperan dalam melestarikan nilai-nilai budaya yang berkaitan 

dengan pengelolaan tanah ulayat. Mereka mengedukasi masyarakat tentang 

pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan tanah dan lingkungan, serta 

menghormati hak-hak leluhur yang telah diwariskan. 

Proses penyelesaian konflik tanah ulayat di Desa Tasinifu melalui lembaga adat 

biasanya melibatkan beberapa tahapan: 
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• Identifikasi Masalah 

Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah yang menjadi sumber 

konflik. Lembaga adat mengumpulkan informasi dari semua pihak yang terlibat 

untuk memahami akar permasalahan. 

• Musyawarah 

Setelah masalah diidentifikasi, lembaga adat mengadakan musyawarah yang 

melibatkan semua pihak. Dalam forum ini, setiap pihak diberikan kesempatan untuk 

menyampaikan pandangan dan kepentingan mereka. Musyawarah ini bertujuan untuk 

menciptakan ruang dialog yang konstruktif. 

• Negosiasi dan Kesepakatan 

Setelah mendengarkan semua pendapat, lembaga adat memfasilitasi negosiasi 

antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan 

yang dapat diterima oleh semua pihak. Lembaga adat berusaha untuk menemukan solusi 

yang adil dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat. 

• Penerapan Kesepakatan 

Setelah kesepakatan dicapai, lembaga adat bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa kesepakatan tersebut diterapkan. Mereka melakukan pengawasan untuk 

memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. 

Lembaga adat juga berperan sebagai advokat bagi masyarakat dalam 

mempertahankan hak-hak mereka atas tanah ulayat. Mereka berjuang untuk memastikan 

bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dihormati oleh pihak-pihak luar, termasuk 

pemerintah dan investor. Dalam hal ini, lembaga adat dapat melakukan beberapa 

tindakan, seperti: 

• Mengajukan Permohonan 

Lembaga adat dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk 

mengakui hak-hak masyarakat atas tanah ulayat. 

• Membangun Aliansi 

Lembaga adat dapat membangun aliansi dengan organisasi non-pemerintah 

(NGO) atau lembaga lain yang mendukung hak-hak masyarakat adat. 

• Pendidikan dan Kesadaran 
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Lembaga adat juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang hak-hak mereka dan pentingnya pengelolaan tanah ulayat yang 

berkelanjutan. 

Meskipun lembaga adat memiliki peran yang signifikan, mereka juga menghadapi 

berbagai tantangan dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat, antara lain: 

• Kurangnya Pengakuan Hukum 

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengakuan hukum terhadap 

hukum adat dalam sistem hukum nasional. Hal ini dapat menghambat kemampuan 

lembaga adat untuk menyelesaikan konflik secara efektif. 

• Tekanan Ekonomi dan Sosial 

Perubahan sosial dan ekonomi, seperti urbanisasi dan komersialisasi, dapat 

mengancam keberlanjutan pengelolaan tanah ulayat. Lembaga adat harus 

beradaptasi dengan perubahan ini sambil tetap mempertahankan nilai-nilai 

tradisional. 

• Konflik Internal 

Terkadang, lembaga adat juga menghadapi konflik internal di antara anggota 

masyarakat. Perbedaan pendapat mengenai penggunaan tanah ulayat dapat 

menyebabkan ketegangan di dalam komunitas, yang memerlukan keterampilan 

mediasi yang baik dari lembaga adat. 

Lembaga adat memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik 

tanah ulayat di Desa Tasinifu. Sebagai penjaga tradisi dan hukum adat, lembaga ini 

berfungsi sebagai mediator yang netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang 

timbul antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam masyarakat adat, lembaga adat 

dianggap memiliki otoritas dan legitimasi karena mereka memahami nilai-nilai 

tradisional, sejarah tanah ulayat, dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-

temurun. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh lembaga adat umumnya dihormati 

oleh semua pihak. 

Salah satu langkah utama yang diambil oleh lembaga adat adalah mempertemukan 

kedua belah pihak yang berselisih dalam sebuah forum adat. Forum ini biasanya diadakan 

di tempat yang dianggap sakral atau netral, seperti rumah adat atau lokasi yang memiliki 
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nilai spiritual. Dalam pertemuan tersebut, lembaga adat mendengarkan keterangan dari 

kedua pihak secara adil tanpa memihak. Mereka juga menggali informasi tambahan dari 

saksi-saksi atau pihak-pihak lain yang mengetahui sejarah atau konteks tanah yang 

menjadi sumber konflik. 

Setelah mendengarkan semua pihak, lembaga adat kemudian melakukan 

musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam musyawarah ini, para 

pemangku adat menggunakan hukum adat sebagai landasan untuk menentukan solusi 

terbaik. Solusi yang diajukan oleh lembaga adat selalu berorientasi pada prinsip keadilan 

dan keseimbangan, sehingga kedua belah pihak dapat merasa dihormati hak-haknya. 

Misalnya, jika konflik disebabkan oleh pergeseran batas tanah, lembaga adat mungkin 

akan mengusulkan pengukuran ulang batas tanah berdasarkan tanda-tanda alam atau 

kesepakatan masa lalu. 

Selain berperan sebagai mediator, lembaga adat juga memberikan sanksi atau denda 

adat kepada pihak yang melanggar kesepakatan atau aturan adat. Denda ini tidak hanya 

bersifat material, seperti pembayaran sejumlah uang atau barang, tetapi juga dapat berupa 

kewajiban melaksanakan ritual adat tertentu sebagai bentuk pemulihan hubungan dengan 

leluhur dan komunitas. Dengan cara ini, lembaga adat tidak hanya menyelesaikan konflik 

secara praktis, tetapi juga memulihkan harmoni sosial dan spiritual dalam masyarakat. 

Peran lembaga adat juga penting dalam mencegah terulangnya konflik di masa 

depan. Setelah menyelesaikan suatu sengketa, lembaga adat sering kali membuat 

kesepakatan tertulis atau dokumentasi yang menjadi acuan bagi generasi berikutnya. 

Mereka juga terus mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut dan memastikan bahwa 

semua pihak mematuhi keputusan yang telah dibuat. Dengan demikian, lembaga adat 

tidak hanya menjadi pemecah masalah, tetapi juga penjaga keberlanjutan nilai-nilai adat 

yang menjadi fondasi masyarakat Desa Tasinifu. 

Peran lembaga adat masyarakat Desa Tasinifu dalam menyelesaikan konflik tanah 

ulayat sangat penting dan multifaset. Mereka berfungsi sebagai mediator, penyusun 

aturan, pelestari nilai budaya, dan advokat hak masyarakat. Meskipun menghadapi 

berbagai tantangan, lembaga adat tetap berkomitmen untuk menjaga keharmonisan sosial 

dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Dengan pengakuan dan dukungan yang tepat 

dari pemerintah dan masyarakat luas, lembaga adat dapat berkontribusi secara signifikan 
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dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk konflik tanah ulayat di Desa 

Tasinifu. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis mengenai sengketa tanah antara pemerintah dan masyarakat 

Desa Tasinifu, dapat disimpulkan bahwa konflik ini mencerminkan kompleksitas 

hubungan antara hak masyarakat adat dan kepentingan pembangunan. Sengketa ini 

muncul sebagai akibat dari proyek pembangunan infrastruktur jalan yang bertujuan untuk 

meningkatkan aksesibilitas dan mendukung perekonomian lokal. Namun, proyek tersebut 

juga menimbulkan ketegangan karena masyarakat setempat mengklaim bahwa tanah 

yang digunakan merupakan tanah ulayat yang telah menjadi milik mereka secara turun-

temurun. 

Salah satu faktor utama yang memperburuk konflik ini adalah kurangnya 

komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat. Ketidakjelasan dalam proses 

pengadaan lahan dan kurangnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat 

menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan di kalangan warga Desa Tasinifu. Hal 

ini menunjukkan pentingnya adanya dialog yang konstruktif dan transparan antara 

pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. 

Dalam konteks ini, peran lembaga adat sangat krusial. Lembaga adat dapat 

berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa, membantu menjembatani 

perbedaan antara pendekatan hukum modern yang diterapkan oleh pemerintah dan nilai-

nilai tradisional yang dianut oleh masyarakat. Dengan melibatkan lembaga adat, 

diharapkan proses penyelesaian konflik dapat dilakukan secara adil, inklusif, dan 

menghormati hak-hak masyarakat adat. 

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kejelasan hukum dalam 

pengelolaan agraria. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan penghormatan terhadap hak-

hak masyarakat adat, konflik seperti ini cenderung akan terus berlanjut. Oleh karena itu, 

diperlukan langkah-langkah yang lebih proaktif dari pemerintah untuk memastikan 

bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi dalam setiap proses pembangunan. 

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa tanah di Desa Tasinifu memerlukan 

pendekatan yang holistik, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga 
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aspek sosial dan budaya. Dengan mengedepankan dialog, mediasi, dan penghormatan 

terhadap hak-hak masyarakat adat, diharapkan konflik ini dapat diselesaikan dengan cara 

yang adil dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan harmoni antara pembangunan 

dan pelestarian hak-hak masyarakat lokal. 

Tanah ulayat memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Desa Tasinifu, 

Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara. Sebagai warisan leluhur, tanah ulayat 

tidak hanya dipandang sebagai aset material, tetapi juga sebagai simbol identitas, sejarah, 

dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, 

masyarakat Desa Tasinifu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan 

melestarikan tanah ulayat, baik secara fisik maupun spiritual. Oleh karena itu, keberadaan 

tanah ulayat tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai 

pengikat hubungan antara generasi, serta sarana untuk mempertahankan tradisi dan adat 

istiadat mereka. 

Namun, seperti halnya di banyak komunitas adat lainnya, konflik dan perselisihan 

terkait tanah ulayat juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Desa 

Tasinifu. Konflik ini biasanya dipicu oleh perampasan hak oleh pihak ketiga yang tidak 

memiliki kaitan dengan tanah tersebut, atau oleh pergeseran batas tanah yang sering 

terjadi akibat kurangnya dokumentasi resmi. Konflik-konflik ini tidak hanya berpotensi 

merusak hubungan sosial di dalam komunitas, tetapi juga mengancam keberlanjutan 

warisan budaya yang melekat pada tanah ulayat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik 

tanah ulayat memerlukan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai adat, dialog 

terbuka, dan kesepakatan bersama yang adil. 

Dalam menyelesaikan konflik ini, lembaga adat berperan sebagai mediator yang 

netral dan dihormati oleh semua pihak. Mereka mengandalkan hukum adat yang telah 

disepakati bersama untuk memberikan solusi yang adil dan berorientasi pada harmoni 

sosial. Lembaga adat tidak hanya mendengarkan kedua belah pihak yang bersengketa, 

tetapi juga mempelajari sejarah tanah ulayat dan mendasarkan keputusan mereka pada 

nilai-nilai adat yang berlaku. Selain itu, lembaga adat juga memastikan bahwa keputusan 

yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga mencegah konflik 

serupa terjadi di masa depan melalui pengawasan dan dokumentasi yang jelas. 
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Selain peran lembaga adat, masyarakat Desa Tasinifu juga memiliki cara-cara khas 

dalam mempertahankan hak mereka atas tanah ulayat. Tokoh-tokoh seperti Bapak Joni 

Tua, Ibu Maria Tefa, dan Bapak Anton Lela menunjukkan sikap tegas dalam menjaga 

tanah warisan mereka dengan menolak memberikan tanah tersebut kepada pihak luar. 

Penolakan ini didasari oleh keyakinan bahwa tanah ulayat adalah simbol kehormatan 

leluhur yang harus dilestarikan. Mereka juga aktif menjalankan tradisi adat dan 

mengajarkan nilai-nilai adat kepada generasi muda agar kesadaran akan pentingnya tanah 

ulayat terus terjaga. 

Keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa tanah ulayat tidak hanya menjadi 

persoalan kepemilikan fisik, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya dan spiritual 

masyarakat Desa Tasinifu. Dalam menghadapi berbagai tantangan, mereka 

mengandalkan nilai-nilai adat, hukum adat, dan kekompakan komunitas untuk menjaga 

tanah ulayat mereka. Peran lembaga adat sebagai penjaga tradisi dan mediator konflik 

menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa tanah ulayat tetap menjadi bagian 

integral dari kehidupan masyarakat Desa Tasinifu, baik sekarang maupun di masa depan. 

Dengan demikian, tanah ulayat tidak hanya menjadi warisan leluhur, tetapi juga warisan 

budaya yang terus hidup dan dipertahankan oleh masyarakat setempat. 
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